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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, pekerjaan dagang, Agama Islam, pendidikan SD,
alamat di | <ccamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya

disebut sebagai Penggugat.

Lawan
Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, pendidikan SLTA,

alamat || NG <ccamatan Tebo Ulu, Kabupaten

Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2019
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan
register perkara Nomor [JJlPdt.G/2019/PA.M.to telah mengajukan gugatan
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal 18 Juni 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [ GcNEGNGNEEEEEEEEEEEEEE
]
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ﬁutmﬂ] Qﬁﬁﬁﬁq’éﬁ%ﬂlﬁﬁqdﬂlﬁ@’ Penggugat berstatus Perawan sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat

mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di

dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

di rumah orangtua Penggugat di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang,

Kabupaten Tebo selama 2 bulan, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan

dialamat yang sama selama 7 tahun, dan terakhir pindah lagi kerumah milik

bersama di Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo ULu, Kabupaten Tebo,,

sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

tiga orang anak bernama

a. Anak 1 (LK) lahir 30 April 2009

b. Anak 2 (Lk) Lahir 02 Februari 2011

c. Anak 3 (Pr) Lahir 27 Desember 2016

anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat/Tergugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak punya anak kedua kerukunan tersebut tidak

didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat

b. Tergugat sering marah dan bersifat egois

c. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat

d. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang
tercukupi

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat pergi dari rumah

kediaman bersama dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap

Tergugat terhadap Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan

kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing

sebagaimana layaknya suami-istri;
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Jutm%a%%%ﬁégmg‘.j@g.iﬂihak keluarga sudah pernah dilaksanakan

namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi

dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalii yang telah diuraikan di atas, maka

selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat
menyelesaikan masalah rumah tangga secara damai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berbaikan kembali dan
Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan untuk
mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan
dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor
Il Pdt.G/2019/PA.Mto, pokok perkara ini adalah sengketa cerai gugat maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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@.J Peﬁﬂ'@hﬁ‘marﬂ%ﬂa%?HB%i@% kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

" Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada
Penggugat agar dapat berbaikan kembali dengan Tergugat, dan Penggugat
menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009
tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini Mengingat dalil syar’l serta ketentuan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan ~ permohonan  pencabutan  perkara  Nomor
Il Pdt.G/2019/PA.Mto dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M bertepatan
dengan tanggal 7 Rajab 1440 H, oleh Hj. BAIHNA.,SAg.,MH sebagai Ketua
Majelis, dihadiri oleh Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy dan M. Rifa’i, S.H.l.,M.H
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh
Nur Amri.,SH.,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Ketua Majelis
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putusan.mahkamahagung.go.id
Hj. BAIHNA.,SAg.,MH

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy. M. Rifa’i, S.H.l.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Amri.,SH.
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
2
Biaya Proses : Rp 50.000,-
3 |
Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 411.000,-
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